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BAB1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan
transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang professional serta
berakuntabilitas kepada mitra kerja (stake holders). Pendayagunaan aparatur pada
hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian
manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka
menuju tata pemerintahan yang baik (good govennance). Upaya reformasi aparatur
salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian.

Upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan
manajemen di bidang kepegawaian, peningkatan kompetensi aparatur, peningkatan
penyelenggaraan  administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian
kepegawaian, serta pembangunan system informasi manajemen kepegawaian. Namun
demikian berbagai upaya tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem
Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana diharapkan oleh
masyarakat pada umumnya dalam kurun waktu lima tahun periode (2018-2023),

Perubahan perkembangan lingkungan strategis baik diluar lingkup kepegawaian,
seperti arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan
derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global dan
teknologi. Diharapkan pada kendisi linglaingan sebagai tersebut di atas dipandang periu
untuk segera disikapi satuan kerja perangkat daerah khususnya dibidang kepegawaian
melaluti berbagai upaya yang mengarah pada penciptaan Kondisi Sistem Manajemen
Kepegawaian yang mampn mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharapkan
oleh masyarakat. Sejalan dengan itu menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi
yang jelas dirumuskan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah sebagaimana diatur
dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA
Perangkat Daegrah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri}
Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluast Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan fangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:

Pendahuiuan;

Gamharan pelayanan Perangkat Daerah;

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;

Tujuan dan Sasaran;

Strategi dan Arah Kebijakan;

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

R N R W N

Penutup.

Sehagai salah satu perangkat daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya berkewajiban untuk menyiapkan
Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan, Kewajiban ini
selain sebagal bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan
perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program
kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya dan dilalkukan review
juga terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua Proses

pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut ;

L ___________________________________________________________________________________ e . .. ]
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3. Rencana Strategis Badan Kepegawazian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tabhun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b;

1.2 LANDASAN HUKUM
RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -2023. disusun dengan berlandaskan pada

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom
Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonem di Provinsi [rian Barat {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151); sehagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomwor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomar 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomeoer 112, Tamhahan lembaran negara
Nomor 4884).

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasivnal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

3. Undang-undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lemmbaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomeor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata (Cara
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Perubakhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan [angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan
program Badan Kepepgawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten ]Jayawijaya yang
digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan kepegawaian yang
harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten jayawijaya periode Tahun 2018-2023.

Maksud penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten jJayawijaya Tahun
2018-2023 antara lain :

1. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan dari tahun
2018-2023.

2. Menggamharkan kondisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten [ayawijaya saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima}
tahun ke depan;

3. Mensinkronisasikan dan mengkocrdinasikan pelaksanaan pembangunan
khususnya urusan kepegawaian;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2(:23 antara lain :

1. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengan Daerah dengan kewenangan Badan
Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kabupaten fayawijaya sebagai dasar
perencanaan program jangka menengzh dan tahunan serta perencanaan
kebutuhan anggaran.

2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kahupaten Jayawijaya dalam mencapai
visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan
kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi daerah {RPJMD}
tahun 2018-2023;

3. Sebagai dokumen perencanaan strategis dan sebagai alat koordinasi
sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan kepegawaian;

4. Mengarahkan kekuatan dan peluang vyang ielah diidentifikasi untuk
mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan

pelayanan bidang kepegawaian yang berorientasi pada hasil;
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5. Menyusun tolak ulur evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya dan jajarannya secara

proporsional.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dolumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 {Delapan) bab dan

lampiran. Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1.

BAB L PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan,
hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta
Sistematika penulisan.

BAB Il. GAMBARAN PELAYAAN INSTANS!

Bab int memuat struktur erganisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi,
serta sarana dan prasarana serta Ruang Lingkup Kegiatan / Pelayanan.

BAB I[l. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat gambaran secara umum tentang kondisi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya, kondisi yang
diinginkan, Analisa Lingkungan dan Faktor-faktor kunci keberhasilan (Pendoreng
dan Penghambat).

BAB [V. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Bah ini memuat tentang visi, misi, tujuan dan Sasaran, strategi dan Kebijakan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya
untuk tnencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Pregram dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI. KINERJA PENYELENGARA BIDANG URUSAN

Bah ini berisi Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten [ayawijaya dengan mengacu pada tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya 2018-2023.

BAB VIL. PENUTUP

Bab ini berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Lampiran

I e
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BAB 11

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jayawijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Penpgembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten )ayawijaya merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah
daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pembentukan BKD mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang
dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat
Daerah yang dibentuk oleh Kepala Caerah” dan kemudian Keputusan Presiden Rl. Nomaor
159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Secara kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Snmber Daya
Manusia Kabupaten [ayawijaya mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapsat di
Kabupaten/Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan dalam Stouktur Bidang yang
disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi pemerintahan. Struktur Organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten [ayawijaya adalah

sebagai berikut:
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HEPALA
i
I SEERETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
I
L 1
SUBBAL SUEBAG
UMUM DAR KEPEGAWALAN FERENCAKAAN DAK
REDARGAN
I 1 ]
BIDANG BIDANG BiDARG
PEAGADAANR, EUTAS], FERGEMBANGAN PEADIDIEAN DAR PELATIHAN
FEMEERHENTIAN DAN DAR EEEXJAHTERAAN APAHATTR
INFORMAB] APARATUR APARATUR
1 —J — |
SUH EIDANG SUR BIDANG AUR BIDANG
PERENCANAAR DAN L4 REPARGHATAN DAR PERERCANAAR DAN EVALUART
| PEMGADAAN FENGGAJIAN — DmLaT
SUB RIDANG EUH BIDANG SUB BIDANG
PENEIDN DAN | | MUTAS] JABATAN DAK PENDIDIKAN Dk LATIHAN
| BERHANTIAN NOR JABATAN —1 STRUETURAL
EUB E[DARG SUB BIDANG S1'B EIDANG
DATA DAN INFORMAS] | PENGEMEANGAN DAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
= KRSEJAHTERAAN APARATUR — TEKNIS DAN FURGEIONAL
UPT

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya

mempunyai tugas pokok membantu Badan Kepegawaian melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembaniuan serta tugas lainnya yang diberikan Badan

Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;

2. Pelaksanaan iugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan;
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5. Pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia;

6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya;

2.1.2. Struktur Organisasi
Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :
a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jayawijaya
b. Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jayawijaya, terdiri atas:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2} Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
¢. Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur;
1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
2} Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan; dan
3} Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur,
d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur, terdiri atas :
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
2} Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian; dan
3] Sub Bidang Data dan Informasi.
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, terdiri atas :
1} Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural; dan
3) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
f. Unit Pelayanan Teknis Badan; dan
h. Kelompok [abatan Funsional.
2.1.3, Uralan Tugas
1. Kepala Badan Kepegawaian :
Kepala Badan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, membagi tugas,
memberi petunjuk, mengatur bawahan dalam mendukung tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta

menyediakan, mengkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait,
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berdasarkan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia agar terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan ;

2. Sekretariat :

a. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;

b. Sekretariat/Sekretaris metnpunyai tugas wewakili Kepala Badan bila
berhalangan dalam hal menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis
kesekretariatan;

€. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud pada point ( a ),
Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
administrasi wmum dan kepegawaian;

2} Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
keuangan badan; dan

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan dan evaluasi badan

4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia membawahi dua Sub Bagian, yaitu;
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian
tugas Seiretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi sebagai berikut:
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a. Menyusun hahan perumusan kebijakan di bidang admnistrasi umum dan
kepegawaian;

b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang admnistrasi umum dan
kepegawaian;

c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dibidang admnistrasi
umum dan kepegawaian;

d. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Mengelolah sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga,
kerotolan dan kehumasan badan;

f. Menyiapkan bahan dan mengelolah administrasi kepegawaian meliputi usul
kenaikan pangkat, perpindahan, pension, penilaian pelaksanaan pekerjaan,
kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peraliban status dan layanan
administrasi kepegawaian lainnya;

g. Menyiapakan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventasrisasi, pemusnahan dan penghapusan
barang;

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kepegawaiandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perutnusan kebijakan, melakukan pemhinaan dan memberikan motivasi, arahan
serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian
tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolan urusan
keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Kemangan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran
dan pengelolaan keuangan;

b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perncanaan, dan pengelolaan
keuangan;

¢. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang

penganggaran perencanaan dan pengelolaan keuangan;
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d. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi RENSTRA, RENJA, RKA, RKT,
pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Badan;

8. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi,
tatalaksana dan kerjasama serta bahan koerdinasi bidang perencanaan
BKDPSDM dengan instansi terkait baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota dan
Lintas sektoral;

f. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkungan BKDPSDM;

g Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelapsran
serta mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan
pengawasan fungsional;

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan
keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta
penilaian terhadap kinerja bawahan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang- Bidang:

A. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur

Bidang Pengadaan Pemberbentian dan Informasi Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas BKDPSDM di Bidang Aparatur Pemberhentian dan
Pensiunan serta [nformasi Aparatur.

Dalam ményelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur mempunyai fungsi:

a} Penyiapan bahan peutnusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serts
pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan di bidangn perencanaan dan
pengadaan aparatur;

b) Penyijapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pensiun dan

pemberhentian;
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c} Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kehijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan informasi
aparatur;

d) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang pengadaan, pemberhentuan dan informasi aparatur, membawabhi:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
2. Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian

3. Sub Bidang Data dan Informasi

1} Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur
dalam bidang perencanaan, pengadaan dan pengangkatan pegawai serta praja IPDN.
Dalam melaksanakan tugas pokok sub bidang perencanaan dan pengadaan
mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petujuk teknis dibidang
perencanaan dan pengadaan;

b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan tnengolah data dalam bidang perencaan
dan pengadaan;

¢. Menyusun rencana pelaksaanaan, program dan kegiatan dibidang perencanaan
dan pengadaan

d. Menyiapakan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
dibidang bazetting dan analisis jabatan sebagai data dalam penyusunan rencana
formasi dan pengakatan CASN;

e, Menyiapakan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
dibidang pengadaan formasi wmnum dan PPPK;

f.  Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian serta alat
kegiatan rencana seleksi CASN dan Non ASN melalui system CAT;

g. Mempersiapkan bahan pererncanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
kegiatan pelaksaan seleksi dan proses penerimaan CASN daerah serta fasilitasi
proses penerimaan praja [PDN;

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pengadaan,

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai baban perumusan
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kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta
penilaian terhadap kinerja bawahan;
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleb atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan perauturan perundang-undangan yang berlaku.

2} Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian mempunyai tugas pokok membantu sebagian
tugas kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur dalam bidang
pensiun dan pemberhentian aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok sub bidang

perencanaan dan pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Mengumpulkan baban penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang
pension dan pemberhentian;

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam pension dan
pemberhentian;

¢} Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pension dan
pemberhentian;

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengelolaan administrasi pensiun yang meliputi penetapan Batas Usia Pensiun
(BUF) dan janda/duda serta data pegawai peasiun yang menerima penghargaan
pemerintah.

€) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengejolaan administrasi pemberhentian pegawai yang meliputi: pemberhentian
sementara dan pengangkatan kembali sebagai pegawai negeri sipil;

f) Menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas bidang pensiun dan pemberhentian,
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta
penilaian terhadap kinerja bawahan;

g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas
kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan  Informasi Aparatur dalam bidang
sistem informasi manajemen pegawai (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK).
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Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang data
dan informasi;

b} Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang data  dan
informasi;

¢) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang data dan informasi;

d) Menyjapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengelolaan data base pegawai pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK);

€] Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengelolaan administrasi meliputi: penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK),
mencatat dan mengolah data pegawai;

f} Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
mengolah data dalam sistem informasi manajemen kepegawaian;

g} Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang data dan informasi,
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta
penilaian terhadap kinerja bawahan;

h} Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia di Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur,
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Bidang Mutasi,
Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kehijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepangkatan dan penggajian;
b) Penylapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaperan di bidang mutasi jabatan dan non

jabatan;
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c} Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan
kesejahteraan aparatier;

d) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Mutasi,

Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur secara administratif dikeordinasikan
oleh Sekretaris Badan.

Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:

a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;

b. Sub Bidang Mutasi [abatan dan Non Jabatan;

¢. Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur.

1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas kepala Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan
Aparatur dalam Bidang pengelolaan administrasi pemutasian kepangkatan dan

penggajian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Kepangkatan dan
Penggajian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk telmis di hidang

Kepanglkatan dan penggajian;

b} Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang kepangkatan
dan penggajian;

¢} Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang kepangkatan dan
penggaiian;

d} Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
proses administrasi mutasi kenaikan pangkat struktural dan fungsional pada
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
administrasi pengusulan peninjauan masa kerja dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang Kepangkatan dan
Penggajian, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan

serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
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g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non jabatan mempunyai tugas pekok membanty
sebagian tugas kepala Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan
Aparatur dalam bidang administrasi mutasi jabatan dan non jabatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a} Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang mutasi
jabatan dan non jabatan;
b} Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang mutasi jabatan
dan non jabatan;
€) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang mutasi jabatan dan
non jabatan;
d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkeordinasian kegiatan
pengelolaan administrasi mutasi jabatan dan non jabatan;
e] Menyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian data mutasi
antar provinsi/kabupaterr/kota dan instansi dan daerah;
f) Penyiapan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengolahan data jabatan struktural dan fungsional;
g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang jabatan dan nen jabatan,
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta
penilaian terhadap kinerja bawahan;
b) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur mempunyai tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan
Aparatur dalam bidang pengembangan dan kesejahteraan aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan
Aparatur memputiyai uraian tugas sebagai berikut:
a} Mengumpulkan hahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

pengembangan dan kesejahteraan aparatur;
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b} Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang
pengembangan dan kesejahteraan aparatur;

¢) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan dan
kesejahteraan aparatur;

d} Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
analisis peningkatan mutu aparatur melalui pemberian tugas belajar, ijin belajar,
cuti, penghargaan dan tanda jasa;

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan penghkoordinasian kegiatan

proses administrasi pelaksanaan ujian dinas penyesuaian fjazah dan gelar;

f) Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
proses administrasi pengusulan Karpeg, Karis / Karsu dan Taspen;

g) Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengembangan karier dalam jabatan dan pelanggaran disiplin aparatur serta
pelanggaran lainnya;

h} Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan
kesejahteraan aparatur, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bzhan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,
arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

i} Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur:

Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Surmber Daya Manusia di Bidang
Pendidikan dan Latihan struktural, teknis, dan fungsional Aparatur,

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur
menyelenggarakan fungsi:

a} Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kehijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang perencanaan dan evaluasi
pendidikan dan Latihan;

b) Penyiapan bahar perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Latihan
struktural.
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c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan dan Latihan
teknis dan fungsional.

d) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur, membawahi:
a. Sub Bidang Perencanaan dan evaluasi Pendidikan dan Latihan
b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural
¢, Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional

i) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas
pokok membantu sebagian tugas kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur
dalam bidang perencanaan dan evaluasi pendidikan dan Latihan struktural, teknis
dan fungsional bagi aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan

dan Latihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) Mengumpulikan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
perencanaan dan evaluasi pendidikan dan Latihan aparatur;

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam Bidang perencanaan
dan evaluasi pendidikan dan Latihan aparatur;

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang perencanaan  dan
evaluasi pendidikan dan Latihan aparatur;

d} Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
dibidang analisis kebutuhan pendidikan dan Latihan dalam jabatan serta
pelaksanaan prajabatan;

¢) Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengembangan kurikulwm pendidikan dan Latihan aparatur;

f} Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkeordinasian kegiatan
evaluasi pelaksanaan pendidikan dan Latihan struktural, teknis dan fungsional
serta prajabatan;
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g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Evaluasi
Pendidikan dan Latihan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan, melakukan pemhinaan dan memberilkan motivasi,
arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

h} Melakukan tigas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural mempunyai tugas pokok memhantu

sebagian tugas kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur dalam bidang fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan dan Latihan struktural.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Strulctural

mempunyai uraian tugas sebagai berilat:

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis di Pendidikan dan
Latihan Struktural;

b) Mengumpulkan, mensisternasikan dan mengolah data dalam Bidang Pendidikan dan
Latihan Struldtural;

¢) menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan
Latihan Struktural;

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian Kegiatan fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan dan latihan jabatan struktural;

e} Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dan latthan prajabatan, diklat pimpinan tingkat IV dan
I11;

f) Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
dibidang fasilitasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan pimpinan tingkat {1;

g) Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengembangan kurikulum diklat struktural;

h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural,
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kehijakan,
melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap
kinerja bawahan;

i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.




3) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas pokok
membantit sebagian tugas kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur dalam bidang
fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan Latiban teknis dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan

Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

2) mengumpuikan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis di pendidikan dan
latihan teknis dan fungsional;

b} Mengumpulkan, mensisternasikan dan mengolah data dalam Bidang pendidikan dan
latihan teknis dan fungsional;

¢) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang pendidikan dan latihan
teknis dan fungsional; _

d} Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian Kegiatan

fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis dan fungsional (bimtek,
workshop) dengan SKPD terkait;

¢) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian sarana dan
prasarana diklat telmis dan fungsional;

f) Mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
pengembangan kurikulum pendidikan dan latihan teknis dan fungsional;

g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan dan Latihan Telnis dan
Fungsional, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan
serta penilaian terbadap kinerja bawahan;

h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPT Sekretariat KORPR}

UPT Sekretariat Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis
operasional dan administrasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap

seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Korpri.

UPT Sekretariat Korpri mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengeloiaan administrasi umum dan kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan
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4 fabatan Fungsfonal - orang

Jumlak 16 Orang

Sumber : Badan Kepé,b‘awaian dan Pengembangan Sumber Dayao Monusio Kabi.lpaten Joayowijaya,
Thit 2018

Untuk menjalankan sebuah organisasi dibutuh sumberdaya yaitu berupa
Personil dan Peralatan dan perlengkapan sebagai media untuk melaksanakan
pelayanan di OPD tanpa sumber daya maka pelayanan yang ada di GPD
mustahil dapat dilaksanakan. Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada akhir tahun 2018 terdapat 31 personil dengan

rincian sebagai berikut:
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1.2,

1.3,

1.4.

b. Tersedianya perdmbangan formasi CASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
sebagai dasar pengadaan CASND.

Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Fasilitasi Pengadaan

CASN Kabupaten Jayawijaya.

Tujuan pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya adalah :

4. Untuk mengisi lowongan formasi yang tersedia.

b. Mendapatkan CASN sesuai dengan kualifikasi dalam formasi, baik
kompetensi jabatan, pendidikan dan golongan ruang,

c. Mengangkat tenaga honorer yang telah mengabdi pada instansi pemerintah.

Sedangkan tujuan fasilitasi pengadaan CASN Kabupaten/Kota di PAPUA adalah :

a. Adanya keseragaman dalam penerapan aturan pelaksanaan pengadaan
CASN di PAPDA.

b. Ketepatan administrasi, menghemat waktu pelaksanaan, tenaga dan biaya.

¢. Menghindari menumpuknya mobilitas pelamar pada satu daerah
pelaksanaan,

Hasil kinerja pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dari

Tahun 2013-2018 adalah ;

a. Diangkatnya CASN tenaga honorer dari Kabupaten Jayawijaya PAPUA
sejumlah 477 erang (Tahun 2017) ;

b. Diangkatnya CASN Pemerintah Kabupaten jayawijaya dari pelamar umum
sejumlah 371 orang (Tahun 2019).

Seleksi Calon Praja [IPDN dan Pembekalan Praja IPDN

Seleksi Calon Praja IPDN

Tujuan seleksi calon praja IPDN adalah memberikan kesempatan bagi WNI
untuk mengikuti pendidikan ikatan Dinas di [PDN bagi peserta yang berasal
dari umum yaitu SMU/MA dan tugas belajar bagi ASN.

Pembekalar Praja IPDN

Tujuan pembekalan praja [PDN adalah memberikan tambahan pengetahuan
kepada Praja yang akan bertugas di daerah dan tambahan keilmuan tentang
pengalaman dan pengetahuan para pejabat yang telah berprestasi di bidangnya,
Hasil kinerjanya Seleksi Calon Praja IPDN tahun 2013-2018 adalah

a. Peserta seleksi calon praja [PDN sejumlah 560 orang

b. Terkirimnya praja IPDN sejumlah 33 orang

Pemetaan |abatan Struktural
Tujuan pemetaan jabatan struktural adalah :
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a. Tersedianya peta jabatan struktural eselon II, III, dan [V di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

b. Tersedianya bahan informasi kepegawaian yang teruiur karena merupakan
perpaduan antara database administratif dengan kompetensi.

¢. Terciptanya penempatan ASN dalam jabatan struktural yang sesuai
dengan kompetensinya.

Hasil kinerja pemetaan jabatan struktural takun 2018- 2023 adalah :

d. Terwujudnya penyempurnaan instrumen pemetaan jabatan struktural yang
lebik proporsional antara aspek administratif dan kompetensij sebagai hasil
dari Semiloka Pemetaan Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jayawijaya.

b. Terselenggaranya kegiatan pemetaan jabatan struktural eselon 11, Il dan IV
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumlah 730 orang,

1.5.  Tes Kompetensi Pejabat Struktural

Tujuan tes Kompetensi pejabat struktural atau Position Competencies Assesment

Program (PCAP) adalah :

a, Mengungkapkan gambaran kemampuan individual meliputi aspek potensi,
kompetensi, managerial, keterampilan, bakat dan sikap.

b. Memberikan rekomendasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan
performancenya agar dapat dilakukan upaya pembinaan secara preventif

berupa penempatan sesuai bakat dan kompetensinya.

Hasil kinerja tes kompetensi pejabat struktural Tahun 2013-2018 adalah :

a. Terselenggaranya tes kompetensi/PCAP pejabat struktural eselon Il dan 1]
Pemerintzh Kabupaten Jayawijaya belum di laksanakan.

b, Terselenggaranya tes Quasi Assessment Program {{QAP) bagi eselon [V di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumiah 60 orang yang di
Fasilitasi eleh Kantor BKN Regicnal IX Jayapura.

1.6,  Penataan ASN dalam |abatan Struktural

Tujuan penataan ASN dalam jabatan struktural adalah ;

a. Terbinanya ASN untuk mengembangkan kariernya melalui jalur jabatan
struktural.

b. Terbangunnya sistem penataan berdasarkan kompetensi jabatan sehingga
dipercleh ASN yang profesional.

¢. Terbangunnya pola pikir dan kesepahaman serta kerjasama pengembangan
manajemen kepegawaian melalui penataan jabatan struktural antara

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
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Hasil kinerja penataan ASN dalam jabatan struktural dari Tahun 2013-2018

adalah :

a. Terselenggaranya sidang Baperjakat yang membahas pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon IL Il dan IV di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

b. Terselenggaranya pengambilan sumpahfjanji dan pelantikan pejabat
struktural eselon I, i, IV, Staf Ahli dan staf Khusus di lingkungan

Pemerintah Kabupaten fayawijaya sebanyak 4.477 orang, dengan rincian

Eselon [l = 30 orang
Eselon J[] = 400 orang
Eselon IV = 300 orang

c. Terselenggaranya  konsultasi  pengangkatan, pemindahan  dan
pemberhentian pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten
Jayawijaya.

1.7.  Ewvaluasi Kinerja Pejabat Struktural

Tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja pejabat struktural pemerintah

Kabupaten Jayawijaya adalah :

a, Mengetahui sejauhmana kemampuan dan ketrampilan pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Kabupaten [ayawijaya.

b. Hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengembangan dan perencanaan karier
pejabat yang bersangkutan.

c. Sebagal bahan masukan bagi pejabat yang bersangkutan untuk
memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya serta meningkatkan
kemampuan dan kelebihan yang dimiltkinya.

d. Mendorong peringkatan kinerja pejabat struktural di lingkungan
Pemerintah Kabupaten [ayawijaya,

Hasil kinerja evaluasi kinerja pejabat struktural tahun 2013-2018 adalah

a. Diperoleh melalui nilai/rating prestasi atau performance/kinerja Pejabat
struktural {Eselon IV, [II dan [I} mulai dari rating rendah, kurang, cukup,
baik, dan sangat baik di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

b. Pejabat Struktural yang di evaluasi kinerjanya belum dapat di ukur.

1.8.  Penataan ASN datam Jabatan Fungsional Khusus

Tujuan penataan ASN dalam jabatan fungsional khusus adalah ;

¢. Terbinanya pejabat fungsional tertentu dalam memahami tupoksinya, tata
cara, mekanisme prosedur penilaian dan penetapan angka kredit serta

pengembangan karier dirinya.
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d. Melaksanakan penataan dan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan
institusi.

Hasil kinerja penataan ASN dalam jabatan fungsional khusus/tertentu tahun

2013-2018 adalah

a. Terselenggaranya sosialisasi dan fasilitasi pembinaan kepegawaian tentang
jabatan fungsional khusus/tertentu bagi pengelola kepegawaian di
lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

b. Terselenggaranya penataan ASN dalam jabatan fungsional khusus/tertentu
yang meliputi : pengangkatan pertama, pengangkatan
kemnbali, penyesuaian jabatan dan kenaikan jabatan sejumlah 166 orang.

1.9. Ewvaluasi Kinerja Pejabat Fungsional Khusus

Tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja pejabat fungsional khusus adalah :

a. Mengetahui sejauhmana kemampuan dan ketrampilan pejabat fungsiconal
tertenty di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

b. Hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengembangan dan perencanaan karier
pejabat yang bersanghutan.

c. Sebagai bahan masukan bagi pejabat yang bersangkutan untuk
memperbaiki kelkurangan dalam pelaksanaan tugasnya serta
meningkatkan kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya.

c. Mendorong peningkatan kinerja pejabat fungsional tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten jayawijaya.

Hasi] kinerja evaluasi kinerja pejabat fungsional khusus tahun 2008-2013

adalah

a. Diperolehnya nilai/rating prestasi atau performance/kineriz mulai dari
rating rendah, kurang, cukup, baik, dan sangat baik di lingkungan SKPD
Permnerintah Kabupaten Jayawijaya

c. Diperolehnya hasil evaluasi kinerja pejabat fungsional Khusus di tingkungan
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum dapat diukur.

1.10. Proses Pensiun dan Pemberhentian ASN

Tujuan dilaksanakannya proses pensiun dan pemberhentian ASN pemerintah

Kabupaten Jayawijaya adalah :

a. Mengetahui Batas Usia Pensiun [BUP) dan pensiun janda/duda di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

b. Penetapan Batas Usiz Pensiun dan pensiunan Janda/Duda di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
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c. Menyiapakan bahan perencanaan, pengaturan dan pengloordinasian
kegiatan pengelolaan administrasi pemberhentian pegawai, yang meliputi

pemberhentian sementara, dan pengangkatan kembali ASN.

Hasil kinerfa evaluasi kinerja ASN yang pensiun dan diberhentikan dan

pengaktifan kembali tahun 2013-2018 adalah:

a. Terselenggarannya proses pensiun ASN dalam kategori Batas Usia Pensiun
{BUP} sebanyak 304 orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

d. Terselenggarannya proses pensiun ASN  dalam kategori Janda Duda
sebanyak 237 orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten [ayawijaya.

e.  Terselenggaranya penyelesaian usulan pensiun (BUP dan janda/duda) dan
KP Pengabdian sebanyak 541 orang.

1.11.Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Kepegawaian
Tujuan pengembangan aplikasi sistem informasi data kepegawaian adalah
membentuk pusat informasi kepegawaian yang berupa bank data guna
menyajikan berbagai data kepegawaian ASN dari mulai pengangkatan sampai
dengan pensiun. Selain dari pada itu, juga menyediakan data-data ASN untuk
membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.
Hasil kinerja Pengembangan Aplikasi Sistern Informasi Data Kepegawaian tahun
2018-2023 adalah :
a. Terpeliharanya e-Personal System ;
b. Tersedianya data statistik kepegawaian ;
¢. Pemutakhiran Formulir Isian Kepegawaian (FiP) ASN;
d. Tersusunnya Buku Saku Data Kepegawaian kabupaten Jayawijaya;
e. Tersusunnya rekap data ASN instansi induk dan UPT;
f. Tersusunnya Buku Profil Kepegawaian;
E. Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK} ASN Kabupaten jayawijaya;

1.12.Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian

Tujuan Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian adalah :

4. Meningkatkan kualitas pengeiclaan tata naskah kepegawaian ASN di
Kabupaten Jayawijaya;

b.  Meningkatkan kualitas Iayanan penyediaan data tekstual dan digital
perorangan ASN Kabupaten Jayawijaya ;

¢. Meningkatkan kualitas layanan penerbitan Kartu Identitas ASN Kabupaten
Jayawijaya,

Hasil kinerja Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian tahun 2018-2023

adalah :
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a, Terselenggaranya penelitian dokumen kepegawajan aktif dinamis dan
inaktif ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.000 berkas;
b. Terselenggaranya konsuitasi administrasi tata naskah kearsipan

kepegawaian ke BKN Jayapura, sinkronisasi dan inputing data tata naskah

kepegawaian untuk instansi induk dan UPT Kabupaten Jayawijaya;

d. Terselesaikannya penyusutan ASN pensiun;

¢. Terselesaikannya cross check inputing data tekstual perorangan ASN;

f.  Terselesaikannya scanning data tekstual perorangan ASN;

g. Terselesaikannya penerbitan Kartu [dentitas ASN Kabupaten Jayawijaya;
h. Terpenuhinya kebutuhan penggantung file perorangan ASN dan lactomap

folder;

-

Terselenggaranya pemeliharaan dokumen naskah kepegawaian dari
gangguan jasad renik melaluj fumigasi seluas 48 m® dan dari gangguan
rayap melalui termite control seluas 80 m?;

J. Terlaksananya pemutakhiran data Aplikasi e-File ASN.

1.13.Pengembangan Simpeg Pada SKPD Pemerintah Kabupaten jayawijaya Program

Aplikasi Simpeg SKPD yang dimaksud dapat beroperasi dalam jaringan online
dengan sistem intranet maupun internet (web based apllication) sehingga dapat
digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD} yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi data
keseluruhan secara otomatis. Dengan demikian dapat dihasilkan informasi yang
akurat dan akuntabel dalam pengambilan keputusan oleh pejabat yang
berwenang.

Dengan adanya Simpeg Online SKPD membuka jalan bagi pada pengelola
kepegawaian untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
bagi ASN di unit kerjanya masing-masing dengan lebih cepat dan akurat dan
dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi, terutama dalam
pelayanan administrasi yang bersifat krusial seperti kenaikan pangkat dan
kenaikan gaji berkala, dan fuga pada pelayanan lainnya seperti pengusulan
pemberian tanda jasa bagi ASN yang memenuhi syarat. Selain itu, Simpeg
Online juga membantu dalam penyusunan pelaporan bagi atasan serta
mekanisme pengiriman data ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya.

Hasil kinerja Pengembangan Simpeg Pada SKPD Pemerintah Kabupaten
Jayawijayatahur 2018-2023 adaiah :




& Terkelolanya Simpeg Online SKPD yang terus berkembang dengan
menambahkan fitur-fitur untuk mempermudah proses layanan administrasi
kepegawaian SKPD dengaa BKPSDM;

b. Terwujudnya integrasi Simpeg pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jayawijaya.

1.14.Pengembangan Portal Kepegawaian ASN se-PAPUA

Pengembangan Aplikasi Portal Kepegawaian ASN ini dimaksudkan untuk
membangun suatu sistem pengelolaan data dan informasi  kepegawaian
ASN  se- Kabupaten Jayawijaya yang terintegrasi serta sebagai jembatan
keberagaman Simpeg di daerah dengan SAPK-BKN.

Hasil kinerja Pengembangan Portal Kepegawaian ASN se Jayawijaya

tahun 2018-20232 adalah:
Tersedianya data statistik kepegawaian ASN se-Jayawijaya;

b. Terselenggaranya 1 (satu} Portal Data dan Informasi Kepegawaian ASN se
|ayawijaya;
Terkelolanya Portal Kepegawaian ASN se Jayawijaya;

d. Terlaksananya pemutakhiran database kepegawaian ASN se-Jayawijaya
yang akurat;

e. Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Portal Kepegawaian ASN

1.15.Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) SAPK-BKN
adalah suatu sistem pengelola data kepegawaian ASN seluruh Indonesia yang
regulasinya wmengatur dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan
kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut,
Jika dibandingkan dengan Simpeg Pemerintah Daerah, SAPK merupakan sistem
baru yang tentu belum mampu memenuhi keberagaman Xebutuhan informasi
kepegawaian yang ada di daerah seperti halnya Simpeg. Untuk itu perlu
dikembangkan metode pemanfaatan data ASN yang ada pada SAPK guna diolah
lebih lanjut pada Simpeg menjadi sebuah informasi kepegawaian sesuai
kebutuhan masing-masing daerah,
Hasil kinerja Pengelolaan SAPK-BKN tahun 2013-2018 adalah :
Terpeliharanya Aplikasi SAPK-BKN;
Tersedianya layanan pemanfaatan SAPK-BKN dan Kartu Pegawai Elektronik
(KPE);
Terselenggaranya Rapat Koordinasi {Rakor) SAPK-BKN;
d. Terwujudnya sinkronisasi data SAPK dengan Simpeg;
e. Terlaksananya layanan KPE bagi ASN.

. se-PAPUA
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2. Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur membawahkan :

1. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian
2. Subbidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan
3. Subbidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejabteraan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
¢di bidang pengangkatan dan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pelayanan yang diberikan Bidang Mutasi,
Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur meliputi ;
2.1. Pengangkatan CASN dan ASN.
Pengangkatan CASN dan ASN
Tujuan dilzksanakannya Pengangkatan CASN adalah
a. Untuk memproses penetapan NIP dan penerbitan SK sebagai CASN bagi
tenaga honerer dan pelamar umum yang lulus seleksi pengadaan CASN
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
b. CASN yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi ASN

apabila telah memenuhi syarat :

1. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik.
2. Teiah memenubi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat
menjadi ASN dan telah Julus Diklat Prajabatan.

Hasil Kinerja pengangkatan CASN dan ASN Pemerintah Kabupaten fayawijaya

tahun 2008-2013 adaiah
Pangangkatan CASN dari honerer dan umum.

b. Pengangkatan CASN menjadi ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
sejumlah 477 orang.

c. Pengangkatan CASN menjadi ASN Pemerintah Kabupaten [ayawijaya
sejumlah 371 orang (Masih dalam Proses belum di umwmkan dari Menpan).

2.2. Kenaikan pangkat ASN

Tujuan Kenaikan pangkat bagi ASN adalah

a. merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang
bersangkutan terhadap negara.

b. Kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada ASN untuk
meningkatkan pengabdian kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil kinerja kenaikan pangkat ASN tahun 2013-2018 adalah
a. Pengajuan usulan SK Kenaikan pangkat ASN pemerintah Kabupaten

Jayawijaya sejumiah 6.276 surat,

Rencana Strategis BKFSDM Kabupuaten fayawijave Tahun 2018 - 2023 36



2.3.

2.4

b, Fasilitasi Usulan pengajuan SK Kenaikan pangkat ASN pemerintah
Kabupaten Jayawijaya sejumlah 8.512 surat.

Layanan Administrasi Kepegawaian

Layanan administrasi kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan tertib

administrasi kepegawaian khususnya dalam pemberian izin belajar, izin

penggunaan gelar kesarjanaan, izin cuti, penempatan kembali ASN tugas

belajar.

Hasil kinerja layanan administrasi kepegawaian tahun 2008-2013 adalah :
Terselesaikannya surat keterangan izin belajar sebanyak 261 surat.

b. Terselesaikannya surat keterangan izin penggunaan gelar sebanyak 231
surat.

Terselesaikannya surat keterangan izin cuti sebanyak 7 surat

Terselesaikannya Sumpah Janji sebanyalk 730 SK.

e. Terselesainya ASN Tugas belajar tepat waktu bergelar DIII, sebanyak ...
orang, 51 sebanyak.... Orang, 52 sebanyak...orang, $3 sebanyak... orang.

f.  Terselesainya ASN Tugas belajar tidak tepat waktu bergelar DIII, sebanyak

... orang, 51 sebanyak.... Orang, 52 sebanyak...orang, $3 sebanyak... orang.

aoo

Mutasi dan Pensiun ASN
Sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam kelancaran pelaksanaan
tugas untuk mencapai visi dan misi. ASN yang muimpuni dalam melaksanakan
tugas dalam artian memiliki potensi maupun kompetensi yang baik dan dapat
bersikap profesional dalam melaksankaan tugas, merupakan salah satu tujuan
yang dibarapkan oleh Pemerintash Kabupaten Jayawijaya. Perkembangan saat
ini, cukup banyak permintaan dari ASN daerah lain yang ingin melaksanakan
tugas di Kabupaten Jayawijaya sehingga mengajukan pindah status ASN ke
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,
Kebutuhan SDM tentunya memperhatikan formasi yang tersedia sehingga
terjadi pemenuban formasi dan pemerataan SDM di SKPD Kabupaten
Jayawijaya sesuai kebutuhan. Selain hai tersebut tentunya juga memperhatikan
syarat karakteristik suatu jabatan, Untuk dapat menyamakan antara syarat
jabatan dan kemampuan sesecrang perlu dilaksanakan uji potensi untek
mengetahui potensi yang dimiliki oleh individu sehingga dapat diprediksikan
apakah seseorang tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik atau tidak
Tujuan dari Kegiatan Uji Potensi Mutasi adalah :
4. Mendapatkan gambaran syarat kualifikasi dari jabatan-jabatan fungsional
umum.

b. Mencari gambaran potensi dari individu.
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¢. Membandingkan antara syarat jabatan dengan potensi individu dan

memberikan saran kepada user atau Pimpinan SKPD,

2.5, Pemetaan [zbatan Fungsional Umum

Tujuan dilaksanakennya pemetaan pejabat fungsional umum adalah dengan

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2008, maka diperlukan pemetaan

jabatan fungsional umum sebagai landasan penyusunan jumlah kebutuhan dan

penempatan ASN ke dalam jabatan fungsional umum di Pemerintah Provinsi

PAPTA,

Hasil kinerja pemetaan jabatan fungsioral umum tahun 2008-2013 adalah

a. Tersusunnya daftar pemetaan jabatan fungsional umum dan tersusunnya
rencana penempatan jabatan fungsional umum di masing-masing SKPD

b. Terselenggaranya penataan ASN dalam jabatan fungsional umum yang
berupa penerbitan surat Keputusan [abatan fungsional umum sejumlah
234.

2.6. Evaluasj Kinerja Pejabat Fungsional Umum

Tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja pejabat fungsional umum adalah

a. Dalam rangka pengembangan jabatan fungsional umum di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah diterbitkan Peraturan Badan
Kepegawaian PAPUA Nomor 27 Tahun 2013 tentang fabatan Fungsicnal
Umum Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi PAPUA,

b, Untuk memberikan alternatif jalur karir bagi ASN. Untuk itu jabatan
fungsional umum perlu ditata dan dikembangkan.

Hasil kinerja Evaluasi Kinerja pejabat fungsional umum tahun 2013- 2018

adalah

a. Diperclebnya data dan informasi mengenat Kinerja pejabat fungsional
umum berdasarkan penilaian atasan langsung, rekan kerja, dan pendapat
dari dirinya sendiri.

b. Diperolehnya evaluasi kinerja pejabat fungsional umurmn di lingkungan

Pemerintah Kabupaten [ayawijaya sejumlah 234 Qrang.

3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur membawahkan ;

1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Diklat
2. Subbidang Pendidikan dan Latihan Struldural
3. Subbidang Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional
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Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang Perencanaan dan evaluasi diklat, dibidang pendidikan structural, dibidang

pendidikan dan latihan teknis fungsional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pelayanan yang diberikan Bidang

Pendidikan dan Latihan Aparatur meliputi :

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tujuan dilaksanakannya Pelatihan dan Pendidikan Formal
Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
secara berdaya guna dan berhasil guna ditentukan oleh tersedianya aparatur
yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, Untuk memenuhj
kebutuhan tersebut, maka ditempuh kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
dengan jalan mengirimkan ASN untuk mengikuti tugas belajar pada lembaga
pendidikan yang berkompeten, memberi bantuan biaya pendidikan bagi ASN
yang menempuh ijin belajar, mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat
kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional, diklat manajemen dan
mengirimkan ASN untuk mengikuti bintek, lokakarya, workshop, seminar yang
berkaitan dengan bidang tugasnya.

Hasil kinerja pendidikan dan pelatihan formal dari Tahun 2013-2018 adalah ;

a. Terkirimnya ASN untuk mengikuti tugas belajar sejumlah 205 orang.

b. Terselenggaranya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi ASN yang
menempuh ijin belajar 53 sejumlah 5 orang, S2 sejumlah 195 orang, S1
sejumlah 220 orang, D3 sejurmniah 5 orang.

€. Terkinmnya ASN untuk mengiluti diklat teknis, fungsional, manajemen
kepegawaian, bintek, lokakarya, Pengembangan diri, Workshop dan seminar

yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian sejumnlah 213 orang.

3.2.  Ujian Kedinasan ASN Kabupaten jayawijaya dan Ujian Penyesuaian Ijazah ASN

Kabupaten Jayawijaya di Wamena,

Ujian kedinasan ASN terdiri dari uvjian dinas dan ujian kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah.

Ufian Dinas

Tujuan dilaksanakannya ujian dinas tingkat I dan [T adalah untuk memenuhi

salah satu persyaratan kenaikan pangkat dari [/d ke I1/a, {I/d ke 1[/a atau I11/d

ke IV/a sehingga apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus dan telah
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memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dapat digunakan sebagai

salah satu syarat nafk pangkat ke golongan selanjutnya yaitu :

a. Ujian Dinas Tingkat T untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I
golongan ruang 11/d menjadi Penata Muda golongan ruang l11/a.

b. Ujian Dinas Tingkat I} untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat 1

golongan ruang [1[/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Hasil kinerja ujian dinas tingkat I dan li dari Tahun 2013-2018 adalah :

a. Jumlah peseria ujian dinas dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak
658 orang ;

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljozah

Tujuan dilaksanakannya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah

memberikan kesempatan bagi ASN yang mempunyai ijazah baik sebelum atau

sesudah menjadi ASN, dapat disesuaikan / dinaikkan pangkatnya sebagaimana

ijazah yang dimiliki. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian ljazah tersebut dupat digunakan sebagai salah satu syarat

kenaikan pangkat ke jenjang vang lebih tinggi untuk kenaikan pangkat sebagai

penyesuaian ijazah dengan ketentuan :

a.  ljazah SLTP dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c)

b. ljazah SLTA dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (11/a)}

¢. Ijazah SGPLB/Diploma [l dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur
Muda Tingkat I ([[/b)

d. [jazah Sarjana Muda/Diploma [I1 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Pengatur (1i/c)

e. ljazah Sarjana (31} / Diploma IV dapat dinaikkan pangkatmya menjadi
Penatz Muda {I11/a)

f. tjazah Dokter/Apoteker/Magister (S2) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Penata Muda Tingkat I (I11/b)

g ljazah Doktor ($3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (111 /c) Hasil

kinerja ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari Tahun 2013-

2018 adalah :

a. Jumlah peserta ujian yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian
jjazah dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 702 orang.

4. Sekretariat

Sekretariat, membawahkan ;

d.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;




c.  Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat merpunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, pelaksanaan di bidang perencanaa dan keuangan, uraum
dan kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pelayanan yang diberikan Sekretariat
meliputi ;
4.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
4.3.Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian
Tujuan pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian adalah :
a. Memelihara program surat masuk (electronic document} di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b.  Memberikan informasi pengelolaan manajemen kepegawaian daerzh di
Pemerintah Kabupaten Jayawijayamelalui penyusunan Buletin Aparatur,
. Memberikan informasi di bidang kepegawaian melalui penyusunan Warta
Kepegawaian Daerah,
Hasil kinerja pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian
tahun 2008-2013 adalah :
a. Tersusunnya company profile Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya({Masih jadi Acuan} ;
b. Tersusunnya Buletin Aparatur sejumlah 12 kali penerbitan {Jadi Acuan)

¢. Tersusunnya Warta Kepegawaian Daerah tiap bulannya (Jadi Acuan)
b. Bidang Umum Kepegawaian

Bidang Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan
disiplin dan perundang-undangan, dan kesejahteraan pegawai.
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pelayanan yang diberikan Bidang Umum
Kepegawaian meliputi :
4.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian
Tujuan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Kepegawaian adalah :
a. Menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang
kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, hak, dan
kewajiban ASN ;

b. Menampung masukan atas permasalahan dalam pelaksanaan peraturan

bidang kepegawaian.




4.2,

3.3.

34

c. Pengelolaan Program L5S-BKD
1. Pengetikan data naskah lengkap peraturan kepegawaian.
2. Dokumentasi naskah lengkap peraturan
Hasil kinerja sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian
tahun 2013-2018 adalah :
a. Sosialisasi untuk Tingkat Provinsi dan Kah/Kota mengenaj Peraturan
Disiplin dan Penilaian Prestasi Kerja ASN ;
b. Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Kepegawaian sejumlah 20 buku :
. Pengetikan data naskah lengkap peraturan kepegawaian sebanyak 100
peraturan
d. Penggandaan CD Aplikasi Dokumentasi dan Pencarian Peraturan
Kepegawaian (LS-BKD) sejumlah 1.285 buah .
Layanan Administrasi Kepegawaian
Layanan administrasi kepegawaian bertujuan untuk mewnjudikan tertib
administrasi kepegawajan khususnya dalam pemberian izin perkawinan dan
perceraian, pemberian cuti di luar tanggungan Negara, penetapan status
kepegawaian seorang ASN, pengeloiaan Legal Searching BKD, serta pengelolaan
wehsite BKD Kabupaten Jayawijaya.

Hasil kinerja layanan administrasi kepegawaian tahun 2008-20132 adalab :
a, Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum ASN :

b. Permochonan izin perkawinan dan perceraian sejurnlah 13 ;

c. Penyelesaian jzin cuti di luar tanggungan negara sejumlah 34 ;

d. Penyelesaian Status Kepegawaian sejumiah 5.

Bintek Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Tujuan  bintek penanganan pelanggaran disiplin ASN adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan Kasus
pelanggaran disiplin ASN.

Hasil kinerja bintek penanganan pejanggaran disiplin ASN tahun 2008-2013
adalah terselenggaranya pembinaan kepada ASN di 27 SKPD dan 25 UPT
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tentang Disiplin ASN.

Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai

Kegiatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas penyelesaian kasus kepegawaian ASN sehingga
dapat mengurangi jumiab pefanggaran disiplin ASN.

Hasil kinetja penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai tahun
2008-2013 adalah
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a. Dilaksanakan Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian untuk membahas
kasus pelanggaran disiplin ASN sebanyak 7 kali,

b. Dijatuhinya hukuman disiplin kepada ASN sejumlah 5 orang

e. Terselengaranya kinerja Tes Potensi Pejabat Fungsional Umum

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumlah 236 Orang.
3.50.Penganugerashan Tanda [Jasa kepada ASN  Pemerintah Kahupaten

Jayawijayakepada ASN Pemerintah Provinsi dan ASN  Pemerintah

Kabupaten/Kota se PAPUA.

Pemberian penghargaan tanda jasa Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20

tahun dan 30 tahun kepada ASN adalah usaha memberi penghargaan kepada

ASN yang berpresiasi dan wpaya memberi motivasi ASN untuk meningkatkan

kinerja.

Hasil kinerja penganugerahan tanda jasa kepada ASN Pemerintah Kabupaten

Jayawijayadan ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se PAPUA tahun 2013-2018

adalah

a. Terseienggaranya pemberian penghargaan tanda jasa Satyalancana Karya
Satya ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumlab 148 arang ;

3.7 Pembekalan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang Akan Purna Tugas
Pembekalan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang akan memasuki
masa purna tugas hertujuan ;

a. Mempersiapkan ASN untuk siap kembali ke masyarakat dan tetap dapat
berkarya di masa purna tugas
b. Mempersiapkan mental ASN agar tidak mengalami post power syndrome

Hasil kinerja pembekalan bagi ASN Pemerintah Kabupaten [ayawijayayang akan
purna tugas tahun 2013-2018 adalah terbekalinya ASN golongan I dan II yang
purna tugas sejumlah 115 orang.

2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

jumiah ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kondisi 31 Desember
2018 sebanyak 3.377 orang, yang terdiri:
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Tabel 2.4
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan Lakd - laki Perempuan Jumlah
I 208 53 261
il 800 446 1246
111 833 628 1461
v 256 153 409
JUMLAH 2097 1280 3.377
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Tabel 2.5
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan Laki - laki Perempuan Jumizah

| SD 58 18 76 N
SMP 150 35 185
SM4 328 . 132 . 460 -
D1 ) 213 79 292

Ry ‘ 153 ) 133 286 N
Sarmud/DIl | 106 ) 102 208

| D4
SM.Non Ak
SM.Ak )
STRATA 1 833 628 1461
STRATA 2 256 153 409
STRATA 3 _ _

| JUMLAH 2.097 [ 1.280 3.377

Tabel 2.6

Berdasarkan Usia

i sia Jumlah
<20-40 Tahun h | 988 |
- 41-45 Tahun 1452
> 55 Tahun 937 |
Jumlah 3.377




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya

Pada pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
penunjang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepeada Kabupaten Jayawijaya, berkaitan
dengan pelayanan dasar. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kenangan
Daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah 1 (satu) diantara 27 (dua
puluh tujuh) vrusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten jayawijaya.
Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan yang bersifat fungsi penunjang dan
pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan,
Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam
menyelenggarakan urusan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, membentuk Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya.
Tantangan pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya yaitu meliputi :
Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi ASN mulai dari proses rekruitmen
sampai dengan proses pensiun ;
Adanya intervensi politik dalam birokrasi terutama di Kabupaten ;

d. Adanya interprestasi yang berbeda terhadap aturan-aturan kepegawaian.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya :
a. Adanya Romitmen dari Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara [ASN) ;
b. Adanya Asessment Centre pada BKD Provinsi FAPUA ;
¢. Tersedianya jaringan kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara ;

d. Adanya wacana remunerasi bagi ASN yang mulai ditetapkan.
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TAEEL 2.7

ANGRARAN DAN REALISAS] PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANCAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAWTIAYA

L 1ed URALAN _-_.zﬂ..w_-..ﬂhz PADA TAIMN KE REAL{SAS]I ANGGARAN PACA TAHLN HE Ratim At rs i Mk Aan ANGRArSR Tohwin ke
bl s i * 5 i Z k] + ] 13 1 k| 4 T
Tahim 218 Tahop #OZU Tahuo 2071 Tahun 2032 Talan T023 Tahuwn 2019 ‘I'ahun 2020 Tahun 021 Tahun 2052 ‘I'ahun H¥ Tho 2019 Thu 202 Tho #0141 Fhm 2 Tho 2023
1. Pemlagalat 15000 MK = 11i] 04 1,0} LN LA &0 ram LN i, CF [H] I 1l [t 0,
2. Betaiy 16.145952.071 | 1047622317 42202107071 | AZaed 07071 | 4t108A07.071 | 15A4TH 9N | 4926675317 HLAATIOFLFL | 4 5eb A2 121 | 43046107 073 G3.04% L R 3% BRS1% 90,79k
A Belanja Laopsung 12370190950 | 6924747 601 ITo46 944950 | 17017 3Mus0 | ATAER24a950 | 11975629326 | 645747600 [ 7146344050 | STOLLI0000F | F7.LA0IMG50]  STT% 554 5,375 Y3550 o216%
4. | Celamja Lidak langsung AT5ETEZAZL | A54LHT4FLY 4755762121 | s7s5rekizy | A7SSTE2121 | 3S00TEO3E | ASN0.TATLT 4500762121 | 5555762151 GANATELIZL| SEZIH 12.31% Th 6% 83,768 88,11%.




TABEL 2.9 PENCAFPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN AN PENCEMBANGAN SUMHER DAYA MANUSIA KABUFATEN [AYAWI[AYA

TARGET .
TARGET HENSTRA SKPD TAHUN
NO TNDIKATOR KINERJA [HK KE REALISASI CATAIAN TAHUN KE RASIO CAPAJAN PADA TAHUN KE
SESUAE TULGHAS DAN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun | Tabun | Tahun | Tahun | Tzhun
FUNGSL SKP D 2019 2020 2021 2022 W3 Tahun 201% | 2020 2021 2022 2123 2015 2020 | 2021 2022 2023
Jumlah ASN yang
1| menpliud 4 42 4 42 27 15 16 11 1 3 2 160%
tugas belqjar
Jurttlah ASM yang
2. | mengiluti 4001 &6 &6 21 ae 104 L 671 ag2 398 307 10004
ijin betajar
3. | Persentase ASH berpendl
dikan :
- 51 dan DIV 32 49%: 20.33% 30T, 32,448 3343% | 3450% 29 334, 30.71% 32.48% 33.43% 24,500 1LHH,
- 52 10,6340 8,605 0770 10,65% 1133% | 11.64% 8,600 3,77% 14,854 11,33% 11.B4%, 1M
-53 0.04%, 0,02% TL03% 0,049 0,030 1,05% 0,02% 0349 R % . 03% 0,059 10HH
Persentase Pejabat
4. | Strulktural 100%, 1K 100% 1009 100% 1008 10084 1009 1004 1008 100%; 1000
yang telah lulus Gikiat
Jumiah Peraturan
. | Badan Kepegawaian 2 i 2 2 2 2 2 g 2 1 5 1003
di bidang kepegawaian
B, | Jumlah ASN yang telah 120 120 120 120 120 120 f50 G650 ¢ 11% 119 140%,
mengiluti kes pobetst
7. | jumtah ASM yang dilantik A} 500 600 ROG B0 G @50 6i6 TH2 529 373 100%
dalam jabatan siwctural
8. | [wmlah ASH yang dilantik 1.200 3.375 3375 1.200 1.200 1.200 3.150 145 2875 4,04} 1122 100%
dalam jabatan fungslotal







BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayvanan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya

Permasalahan bidang kepegawaian saat ini yang di hadapi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya adalah Belum terpenuhinya
jumlabh sumberdaya aparatur secara ideal. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai
kompetensi ASN, belum optimalnya kinerja ASN, belurn memadainya kompetensi ASN yang
berpendidikan 51 dan S2  dan belum memadainya jumlah ASN yang mengikuti diklat
struktural dan diklat fungsional ata belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur ASN.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka alat wkur yang digunakan
adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik lingkungan
internal maupun eksternal.

3.1.1. Analisis lingkungan internal dan eksternal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan
kekuatan dan kelemahan yang meliput stukiur organisasi, sumber daya manusia,
pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan [nternal dikelompokkan atas hal-hal
yang merupakan kelemahan (weakness} atau kekuatan (strength) organisasi dalam
mewujudkan tuiwan dan sasaran.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi
lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri
dari lingkungan ekenomi, teknoclogi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. [dentifikasi
ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats})
organisasi dalam mencapai fujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
Dengan menggunakan pendekatan USG {Urgency, Seriousness, Growth] maka diperoleh
beberapa hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut
1. KEKUATAN :

Adanya aturan kepegawaian
Adanya komitmen pimpinan dalam penataan manajemen kepegawaian

Suasana Kerja di BKPSDM yang lcondusif

2. KELEMAHAN :

1
Z
3
4. Adanya pembagian tugas yang jelas yang dituangkan dalam tupoksi
1. Belum adanya Standart Pelayanan Minimum [SPM}

2

3

. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana

Terbatasnya kompetensi ASN
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4. Jumlah ASN vang masih laurang

Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan alat analisa yakni SWOT (Strenght,
Weakness, Opportunity, Threats]. Anpalisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan
{Strenght) dan peluang (Opportunity) yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Kemudian dibandingkan dengan kelemahan
{Weakness) dan ancaman {Threats) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kahupaten Jayawijaya adalah :

A. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur

1. Kendala
a. Belum adanya keseragaman persepsi dalam menyusun formasi pegawai.
b. Tingginya permasalahan pengadaan CASNI

c. Belum adanya sistem karier dan kaderisasi pimpinan yang terukur.

L

Rendahnya apresiasiter hadap pendidikan dan pelatihan.
Belum terumuskan secara jelas kompetensi jabatan.
Banyaknya jenis dan macam dokumen kepegawaian.

Rendahnya apresiasi ASN terhadap berkas kepegawaian.

B 0m tmom

Tingginya biaya pengembangan SIMPEG dan administrasi Gaji ASN.

i
+

Terbatasnya ASN yang ahli dalam pengembangan sistem informasi.

j-  Belum terhubungkannya jaringan informasi dengan SKPD dan Kah/Distrik,
k. Kualitas Jaringan Internet sangat lambat

l.  Belum cptimalnya pemanfaatan dan penerapan teknolegi informatika dalam

aplikasi sitem infromasi manajemen kepegawaian

2. Peluang

Deseniralisasi manajemen kepegawaian daerah.

T ow

Arus globalisasi dan reformasi birokrasi menuwju good governance.

Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.

& oo

Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
Desentralisasi manajemen kepegawaian Daerah.
Penerapan ICT melalui e-governance untiuk akses informasi.

Perkembangan {T yang pesat

= S

Penggunaan KPE sebagai KIASN.

Komitmen Pimpinan pada penyeienggaraan e-governance.

j. Dukungan APBD} dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
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3. Program Prioritas

.

a0 oo

=y

Penyusunan formasi dan peta jabatan sesuai analisis beban kerja dan analisis
kebutuhan pegawai.

Penyusunan standar pengadaan CASN sesuai formasi.

Penyusunan job mapping bagi jabatan struktural dan pola karier.
Penyusunan sistem informasi diklat.

Pendirian assessment center,

Pengembangan SIMPEG yang terintegrasi dengan pelayanan administrasi
kepegawaian

Pengembangan SDM di bidang [T

Validasi data elektronik pegawai.

Pembangunan jejaring informasi SKPD dan Kab/Distrik.

Pengembangan kinerja pengarsipan dokumen kepegawaian.

B. Bidang Mutasi, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

1. Kendala

o

oo

T omoeoe

Belum adanya keseragaman persepsi dalam pemindaban ASN.

Tingginya sensivitas pemindahan ASN.

Masih belum meratanya jumlah dan kualitas ASN.

Persepsi kenaikan pangkat yang kurang tepat

Belum adanya standar pelayanan administrasi kepegawaian.

Masih adanya ego sektoral dan ego daerah dalam administrasi kepegawaian.
Masih rendah pemahaman ASN dalam melengkapi berkas kenaikan pangkat
Jaringan internet yang lambat

Belum adanya regulasi daiam pemberian ijin belajar /tugas belajar dan ikatan dinas

2. Peluang

a.
b.

C.

d.

Desentralisasi manajemen kepegawaian Daerah.
Arus globalisasi dan reformasi birokrasi menuju goed governance.
Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN,

Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan,

3. Program Prioritas

4.
b.
C.

d.

e.

Penyusunan standar pelayanan administrasi kepegawaian.

Kenaikan pangkat melalui Tim Baperjakat

Pemindahan pegawai dengan konsep TOR dan TOD (right man on right place). |
Penempatan ASN berdasar kebutuhan pegawai (formasi).

Pengembangan sistem informasi administrasi kepegawaian.
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C. Bidang Pendidikan dan Latihan Aparatur

1, Kendala
a. Masih rendah kuantitas dan kualitas SDM Aparatur.
b. Masih rendahnya kamampuan SDM ASN
Tingginya biaya pengembangan SDM Aparatur
d. Terbatasnya sarana dan prasarana gedung diklat.

e. Tuntutan era-globalisasi dengan system dan atitran yang terus berubah sesuaj
kemajuan IPTEK.

2. Peluang
a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai bidangnya.

b. Penerapan implementasi hasil proyek perubahan/sebagai agen pembaharu dalam
setiap proses pendidikan dan pelatihan soruktral dan fungsional.

c. Perkembangan IT yang pesat.

d. Pembangunan sarana prasarana gedung diklat dalam penyelenggaraan diklat.

e. Komitmen Pimpinan pada penyelenggaraan e-yovernance.

f. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan,

3. Program Prioritas

a. Penyelenggaraan diklat structural, diklat Fungsional umum dan diklat fungsional
telmis.

b. Pengembangan SDM malaui pengiriman ASN dalam mengikuti diklat atau binteks.
€. Peningkatan Kapasitas melalui pengiriman ASN sesuai bidang tugas.
d. Pengukuran Kinerja ASN setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

E. Sekretariat

1. Kendala
a. Belum kuatnya system reward and punishment di kepegawaian
b, Adanya peraturan di tingkat kebijakan (pusat) yang kurang sinergis.
¢. Belum terumuskannya sistem remunerasi ASN.
d. Belum terumuskannya sistem pembinaan korps ASN,
e. Terbatasnya anggaran dan mahalnya biaya pemeliharaan kantor.
f. Terbatasnya petugas pengadaan dan pengelola barang dan jasa.
g. Banyaknya jumlah surat masuk dan keluar.
h. Terbatasnya tenaga teknis rendah untuk kebersihan, jaga dan pramu.

i, Jaminan kualitas sarpras kantor.
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2. Peluang

g ow

= ® BN

Desentralisasi manajemen kepegawaian daerah.

Tuntutan profesionalisme ASN.

Komitmen pimpinan pada pembinaan korps ASM.

Trasnparansi pengelolaan barang daerah menuju geod governance.
Pengadaan barang jasa melalui internet (e-precorument).

Komitmen pimpinan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.
Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Program Prioritas

a.
h.

oo

T om o™ oW

-

Pengukuran potensi dan kompetensi ASN.

Pengembangan konsep M5DM ASN.

Binteks, dokumentasi dan edaran aturan kepegawaian.
Pengembangan dan pembinaan korps serta kesejahteraan ASN.
Efisiensi dan efektifitas penggunaan alat dan prasarana kantor.
Pengiriman diklat pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa,
Pala satu pintu administrasi surat dengan e-document.
Intensifikasi pola kerja tenaga teknis rendah.

Peningkatan sarana dan prasarana kantor.

3.2.Telaah Visi dan Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten jayawijaya

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah

“Terwujudnya MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA
EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA" Sedangkan Misi dari Bupati dan Wakil

Bupati Jayawijaya :

1L
2.
3.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel ;

Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;

Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan

pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;

Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan

memperhatikan hak-hak dasar erang asli papua {(CAP] ;

Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang di dukung dengan

infrastuktur yang berkelanjutan dan memadai ;
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Dalam upaya mewujudkan Program Unggulan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Jayawijaya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kzbupaten
Jayawijaya melaksanakan pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Ke-1 yaitu
“Meningkatkan Tata Kelola, Pemerintahan yang akuntabel, dengan program
Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya
guna dan berhasil guna. Misi ini diarabkan untuk mewujudkan veformasi birokrasi
melalui empat (4) aspek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi,
partsipasi, akuntabilitas dan koordinasi sesvai dengan peraturan perundangan yang
berlaku sebagai upaya peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tabun 2000, Badan
Kepegawaian Daerah {BKD) mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik
langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan
kantor-kantor regional Badan Kepegawaian Megara yang tersebar pada delapan wilayah
kerja.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur negara sangat diperlukan
bukan saja untuk menghadapi berbagai perubahan strategik ditingkat nasional dan
internasional, tetapi terlebih lagi untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Pada dasarnya langkah kebijakan tersebut berintikan pada pembangunan
Sumber Daya Manusia aparatur negara yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan
politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan
sebagal perekat kesatuan dan persatuan bangsa seria Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Program Reformasi Birokrasi, yang di dalamnya mengamanatkan capaian
kinerja mengenai : Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi
Kelembagaan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan, Peningkatan
Kualitas 5DM Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas, Perbaikan bidang pengawasan,
Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi.

Komitmen Badan Kepegawaian Negara untuk membangun sistem manajemen
ASN dituangkan dalam visi Badan Kepegawaian Negara dalam renstra 2018 -2023 , yaitu;
Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan
Bermartabat Tahun 2025.

Pemahaman “professional” dalam visi tersebut merupakan wujud komitmen
Badan Kepegawalan Negara sebagai lembaga yang mengedepankan kompetensi yang
memadai dan bekerja dengan dedilaasi yang tinggi serta dan berorientasi pada prestasi

kerja dalam melaksanakan tugas pembinaan manajemen kepegawaian secara nasional.
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Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (21) bahwa Badan
Kepegawaian Negara (BKN} adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil
Negara (ASN) secara nastonal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang - Undang Nomeor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan
Aparatur Sipil Negara {ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan
Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajlban mengelola dan
mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan
menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin,
umur atau kondisi kecacatan,

Beberapa unsur yang sama dari visi dan rencana strategi baik Badan
Kepegawaian Negara maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten fayawijaya adalah menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian
guna mewujudkan Profesionalisme pegawai yang diiringi dengan peningkatan
kesejahteraan pegawai.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan
kepada daerah adalah kewenangan di bidang kepegawaian {desentralisasi di bidang
kepegawaian}, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian daerah memiliki
kewenangan untuk mengatur sistem Renstra Badan Kepegawaian dan Pergembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018- 2023,

Berkaitan dengan Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jayawijaya, maka yang menjadi langkah strategi adalah pengaturan
regulasi yang mendukung pengembangan ASN, sehingga terdapat keselarasan ketika
pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya, kemudian daerab menindak lanjuti

dengan regulasi yang disesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam pelaksanaan tugas pokek dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten [ayawijaya yaitu Kaitannya dengan
pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-
faktor Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW]} dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLES). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.
Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah hubungannya
dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan,
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Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas polkok dan fungsi Sekretariat Daerah,
khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu
diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah
daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKD selama 5 tahuan ke
depan tidak bertentangan dengan perda RTRW.

Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPIMD terdapat 25
program yang memberikan dampak negatif terhadap perubahan lingkungan. Dari 25
program tersebut tidak termasuk program yang berada di lingkungan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya,

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis dalam pembangunan di Provinsi PAPUA yang berhubungan dengan
tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jayawijaya adalah belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan ASN
melalui analisis jabatan dan pengembangan ASN yang didukung pola karier yang jelas.

Di samping itu masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
yang mengacu pada standar pelayanan atau standart operational procedures (SOP).

Isu strategis tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan bidang SDM

aparatur atau kepegawaian umum itu sendiri antara lain :

a.  Belum terpenuhinya kinerja pelayanan publik dibandingkan dengan tuntutan masyarakat.
b. Belum terukurnya Kinerja ASN.

c. Belum seimbangnya Etos kerja ASN dengan semangat profesionalisme.,

d. Belum seimbangnya kualitas kompetensi dengan sertifikasi keahlian dan

keterampilan untuk pelayanan tupoksi.
e. Belum seimbangnya kebutuhan ASN baru yang berkualitas dengan semakin

banyaknya ASN yang pensiun,

f.  Belum terukurnya kebutuhan sistem karier dan kaderisasi pimpinan
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BAB IV
VIS], MIS1, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jayawijaya

Menurut Undang Undang Nomar 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa visi adalah
rumusan mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus
dirumuskan sedemikian rupa memberikan gambaran umum satu keadaan nyata dan
benar-benar dapat diwujudkan. Visi harus bisa memberi gairah kepada seluruh komponen
umtuk meraih. Karena itu, visi harus dapat dirumuskan secara menantang, inpsiratif,
herpeluang dan nyata.

Sehagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam
melaksanakan manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah harus dapat
memujudlkan ASN yang profesional, bermoral, netral serta sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa sehagaimana amanat Undang-undang. Oleh karena itu, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan cita-cita
tersebut meruvmuskan Gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu
(lima tahun] adalah"Terwujudnya Aparatur Pemerintah dan Pengelolaan Manajemen
Kepegawian Yang Profesional”. Untuk mewujudkan visi, maka ditempuh dengan misi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten jayawijaya

yaitu sebagai berikut :

Misi :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Cepat, Tepat,
Akurat, Transparan dan Dapat Dipertanggung Jawabkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian maka perlu
adanya kesederhanaan prosedur atau tata cara pelayanan vang di desain sedemikian
rupa sehingga peayanan umum menjadi lebih mudah, lancer, cepat, tepat, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudzh di laksanakan. Pelayanan Administrasi
kepegawaian merupakan pelayanan kepada ASN maupun CASN yang meliputi :
perencanaan dan pengadaan pegawai, Pelayanan Kenaikana Pangkat, Pelayanan
Pengurusan Pensiun ASN, Pelayanan Mutasi Pegawai, Pelayanan Peningkatan dan
Pengembangan Kualitas SDM ASN sesuai Kompetensi, Pelayanan Penegakan Disiplin
ASN dan pelayanan Kesejahteraan ASN. Transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan.
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2.  Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur Pemerintah Daeah yang professional sangat dibutuhkan dalam
penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa . Sebab
peningkatan Kualitas aparatur pemerintah daeah, bukan semata uniuk peningkatan
pengetahuan dan kompetensi pegawai tetapi juga didukung oleh pendidikan formal,
pendidikan dan pelatithan, bimbingan teknis, kursus ataupun rapat koordinasi atau
sosialisasi. Untuk mmewujudkan peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui
pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja sebagai salah satu bahan pertimbangan
karier untuk penataan ASN dalam jabatan sesuai kompetensinya

Disamping itu tidak kalah penting adalah disiplin pegawai di perhatikan dalam
rangka peningkatan kualitas ASN di Kabupaten Jayawijaya. ASN sebagai unsur
Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat, harus bebas dari
pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta harus memiliki loyalitas dan semangat pengabdian yang tinggi dalam
melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan loyalitas, pengabdian dan motivasi kerja
vang tinggi perlu didukung dengan kesejahteraan yang memadai seiring dengan

tuntutan peningkatan kinerfa.

3. Pengelolaan Sistem [nformasi Kepegawaian yang akurat dan terintegrasi

Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-government menekankan
untuk menggunakan teknologi informasi di instansi pemerintah pusat maupun daerah,
vang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penvelenggaraan birokrasi harus dirubah
selaras dengan perubahan yang terjadi pada tingkat paradigmatik, yaitu menjadi
pemerintahan menuju geod governance.

Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya memberikan kentribusi
dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang profesional {berkualitas
dan kompeten) agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan
transparan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan
data kepegawaian. Dengan dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi,
manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya dan penerapan layanan paperless

akan sangat mendukung percepatan proses pelayanan kepegawaian.
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4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayawijaya

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Jayawijaya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas

penyelenggaraan daerah selama kurun waktu lima tahun adalah:

1.

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepegawaian dalam rangka peningkatkan kapasitas
dan kualitas Penyelenggaraan Daerah;

Meningkatkan kapasitas dan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepegawaian dalam rangka peningkatkan kapasitas
dan kualitas Penyelenggaraan Daerah;

Sasaran yang akan dicapai dalam Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM ASN

daerah adalah :

1.

2.

3.

Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur dalam pelayanan administrasi
kepegawaian;

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk Meningkatkan Profesionalisme
dan Kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi;

Memberikan kontribusi dalam penyajian data kepegawaian yang lebih akurat;

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang perlu dilakukan daiam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah :

1.
2.

Meningkatkan 5DM Aparatur melalui mengiluti Diklat, dan rapat-rapat kepegawaian;
Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya
guna dan berhasil guna;

Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang teritegrasi dengan memanfaatkan

teknologi informasi;

Kebijakan adalah pedomnan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan strategl yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran.Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan Meningkatkan kapasitas

dan kualitas penyelenggaraan daerah adalah :

1. Penempatan ASN yang selektif dan kompetitif;

2. Mengikuti Diklat, Sosialisasi dan rapat-rapat tentang pelayanar Kepegawaian;

3. Memfasilitasi Aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan/penghargaan

4. Menciptakan suyasana kerja yang kondusif dalam mendukung Tim kerja yang solid dan
terorganisir dengan baik dalam lingkup BKPSDM.

5. Fasilitasi Pengembangan kapasitas ASN melalui pendidikan formal

6. Pengembangan sistem pembinaan ASN yang mampu meningkatkan disiplin dan
memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewaiiban ASN
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i0.

11.
12.

13.
14.
15.

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesui bidangnya

Mengikuti Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus
maupun Rapat keordinasi/ Sosialisasi

Menyusun standar kompetensi jabatan

Mengikuti Pendidikan Formal, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus
maupun Rapat koordinasi/ Sosialisasi

Menyusun standar kompetensi jabatan

Mengikuti Pendidikan Formal, Pendidilcan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Kursus
maupun Rapat koordinasi/ Sosialisasi

Menyediakan analisis kebutuhan diklat sesui kompetensi

Melaksanakan pengisian jabatan struktural dan fungsional

Mendorong Aparatur dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme serta kinerja

dalam pelayanan
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Meningkatkan Meningkatkan Persentase ASN yang 95 % 60 % 65% 70 % 75% 80%
kapasitas dan Kualitas Sumber | mengikuti pendidikan
Kualitas Daya Aparatur dan pelatihan formal
penyelenggaraan | untuk
pemerintahan Meninglatkan
daerah Profesionalisme
dan Kompetensi
sesuai fugas
pokok dan fungsi
Meningkatkan Memberikan Persentasi Kinerja 60 % 63 % 70 % 73% 75 % 80 %
Kinerja Pelayanan | kontribusi dalam | Admnistrasi
Kepegawaian penyajian data Kepegawaian
dalarn rangka kepegawaian
peningkatkan yang lebih akurat
kapasitas dan
kualitas
Penyelenggaraan
Daerzh

67,50 %

70,50 %
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BABV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 s.d 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Program peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pengiriman diklat, tugas belajar dan izin belajar ASN.
b. Tes kompetensi ASN.
c. Ujian kedinasan ASN.
d. Seleksi calon praja [PDN dan pembinaan praja IPDN,

m

Evaluasi kinerja ASN,

™

Penghitungan penghasilan ASN berdasarkan kinerja.

2. Program peningkatan sinergitas manajemen kepegawaian yang partisipatif dan
akuntabel dilaksanakan meialui kegiatan :
a. Penyusunan formasi ASN dan Pengadaan CASN.

Pengangkatan CASN dan kenaikan pangkat ASN.

=

Penataan ASN dalam jabatan struktural dan fungsional.
Mutasi dan pensiun ASN.

R0

e. Layanan administrasi kepegawaijan.

|

Pengembangan sistem informasi data kepegawaian.
§ Pengelolaan jaringan sistem informasi kepegawaian di lingkup Provinsi PAPUA.

h. Pengelolaan data tata naskah kepegawaian,
3. Program peningkatan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai dilaksanakan melalui

kegiatan :
Penganugerahan tanda jasa ASN.
Perawatan kesehatan ASN.,

| om

Pembinaan mental ASN.

A n

Pengelolaan pusat kebugaran ASN,
Pembekalan bagi ASN yang akan purna tugas.
Pemberian bantuan uang duka ASN yang meninggal dimnia.

wm oo

Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN.

h. Sosialisasi peraturan kepegawaian.
4. Program pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melaluj kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat-menyurat
b. Jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik

¢. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran

d. Jaminan barang daerah




Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

= m ™o

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j- Penyediaan makan minum
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah

l. Jasa pelayanan perkantoran
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah, dilaksanakan melalui

kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

non

Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair
e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga

f. Peningkatan sarana dan prasarana kantor

Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiz
Kabupaten Jayawijaya

Adapun target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jayawijaya Tahun
2018-2023 sesuai dengan program Kerja adalah sebagai berikut :

5.1. Bidang Pengembangan Pegawai

1. Target kinerja kegiatan penyusunan DSP dan formasi ASN Tahun 2013-2018 adalah :
a, Tersusunnya Daftar Susunan Pegawai Pemerintzh Kabupaten [ayawijaya;
b. Tersedianya pertimbangan formasi CASN Pemerintah Kabupaten
Jayawijayasebagai dasar pengadaan CASND
2. Target kinerja pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Jayawijayadari Tahun
£018-2023 adalah :
a. Jumlah peserta ujian CASN sistem CAT (Computer Assisted Test) sejumlah 1000
orang
b. Diangkatnya CASN Pemerintah Kabupaten [ayawijaya sejumlah 371 orang.
3. Target kinerja pendidikan dan pelatihan farmal dari Tahun 2018-2023 adalah :
a. Jumlah ASN yang dikirim tugas belajar sebanyak 300 orang.
b. Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan bagi ASN yang menempuh ijin

belajar

53 sejumlah 20 crang
32 sejumlah 165 orang
- Spesialis sejutnlah 50 orang

L

$1 sejumlah 60 orang
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- D3 sejumlah 5 orang

c. jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional, manajemen
kepegawaian, bintek, lokakarya, Pengembangan diri, Workshop dan seminar yang
berkaitan dengan manajemen kepegawaian sejumlah 570 orang.

4. Target Kinerja Seleksi Calon Praja {PDNdari tahun 2018-2023 adalah ;
4 Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN 210 orang
b. Jumlah Purna Praja IPDN 50 orang
3. Target kinerja Ujian Kedinasan ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijayadan

Fasilitasi Ujian Dinas ASN Kabupaten/Kata di PAPUA Tahun 2018-2023 adalab ;

a, Jumlah peserta ujian dinas dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 800
Orang ;

6. Target kinerja ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Tahun 2018-2023 adalah ;

2. Jumlah peserta ujian yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 1200 orang.

7. Target kinerja Tes Kompetensi Pejabat Struktural Pem. Prov. Papua dan fasilitasi
pejabat Pem. Kab/Kota adalah :

a. Terselenggaranya tes kompetensi/PCAP bagi 120 pejabat struktural eselon [l dan
{II dilingkungan Pemerintah Provinsi PAPUA

b. Terselenggaranya tes Quasi Assessment Program (QAP) bagi 1050 ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

8. Target kinerja penataan ASN dalam jabatan struktural dari Tahun 2018-2023 adalah ;

a. Terselenggaranya sidang Baperjakat yang membahas pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pejabat struktural eselon I, Il dan 1V di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejumlah 10 kali.

b. Terselenggaranya pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat struktural
eselon [}, [IL, IV, Staf Ahli dan staf Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jayawijaya sebanyak 5 kali

9. Target pemetaan ASN potensial untuk menduduki jabatan struktural tahun 2018-

2023 adalah :

a. Terselenggaranya promosi terbuka untuk pejabat eselon I, 11, NI, dan IV

b. Tersedianya talent pool ASN potensial sejumiah 500 orang.

10. Target evaluasi kinerja pejabat struktural tahun 2018-2023 adalah tersedianya data
evaluasi kinerja pejabat struktural sejumlah 700 orang

11. Target kinerja penataan dan evaluasi kinerja ASN dalam jabatan fungsional khusus
tahun 2018-2023 adalah

a. Terselenggaranya penataan ASN dalam jabatan fungsional khusus/tertentu yang
meliputi : pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, penyesuaian jabatan
dan kenaikan jabatan sejuralah 750 orang
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5.2,

5.3.

b. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan jahatan fungsional khusus
sejumlah 26 OPD dan 40 Distrik.
. Diperolehnya hasil evaluasi kinerja pejabat fungsional khusus di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jayawijayasejumlah 750 orang.

Eidang Mutasl

Target kinerja Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan fasilitasi kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil tahun 2018-2023
a. Diterbitkannya Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 400 orang

h. Terlaksananya fasilitasi Kenaikan Pangkat Kabupaten Jayawijaya sejumiah 4000
orang

¢. Terlaksananya pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pem. Prov. Papua sejumlah 60 orang

d. Terlaksananya uji kompetensi penggunaan gelar Pegawai Negeri Sipil Kaupaten
Jayawijaya sejumlah 700 orang

Target kinerja Mutasi dan Pensjun Pegawai Negeri Sipil tahun 2018-2023

a. Teriaksananya pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daersah sejumlah 360 orang

b. Terlaksananya Berkas Usulan Pensiun (BUP} dan Kenaikan Pangkat (KP)
pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah (ASND} sejumlah 500 orang dan 50 SK

¢ Diterhitkannya Surat Keputusan (SK} usulan Pensiun janda/duda sejumnlah 250
SK

d. Diterbitkannya kutipan [l Surat Keputusan Pensiun sejumlah 100 SK

e. Diterbitkannya Surat Keputusan Pensiun atas permintaan sendiri (APS) Pegawai

Negeri Sipil Daerah [ASND] sejumlah 150 SK

. Target kinerja pemetaan dan evaluasi kinerja jabatan fungsional umum tahun

2018-2023 adalah :
a. Tersusunnya daftar pemetaan jahatan fungsional umum sejumlah 450 arang
h. Tersusunnya rencana penempatan jabatan fungsional umum di 26 OPD.

c. Diperolehnya hasil evaluasi kinerja pejabat fungsional khusus di lingkungan

Pemerintah Kabupaten [ayawijayasejumlah 750 orang

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

. Target kinerja sosialisasi Peraturan Perundang-tindangan Bidang Kepegawaian tahun

2018-2023 adalah :

a. Sosialisasi untuk Tingkat Provinsi dan Kab/Kota mengenai Peraturan Disiplin
dan Penilaian Prestasi Kerja ASN ;

b. Pengadaan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
sejumlah 109 buku ;

¢. Pengetikan data naskah lengkap peraturan kepegawaian sebanyak 150 peraturan;
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d. Pengadaan CD Aplikasi Dokumentasi dan Pencarian Peraturan Kepegawaian {LS-
BKD) sejumlah 150 buah.

2. Target kinerja layanan administrasi kepegawaian tahun 2018-2023 adalah :

a. Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum ASN kurang lebih 5 orang ;

b. Permohonan izin perkawinan dan perceraian sejumlah kurang lehih 50 orang

c. Penyelesaian izin cuti di luar tanggungan negara kurang lebih 10 orang ;

d. Penyelesaian Status Kepegawaian.

3. Targetkinerja Bintek Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai
Hasil kinerja bintek penanganan pelanggaran disiplin ASN takun 2018-2023 adalah
terselenggaranya pembinaan kepada ASN di 26 OPD dan 40 Distrik Pemerintah
Kabupaten [ayawijaya tentang Disiplin ASN.

4. Target kinerja penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai tahun 2018-
2023 adalah dilaksanakan Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian untuk membahas
kasus pelanggaran disiplin ASN sebanyak 15 kali.

5, Target kinerja check up kesehatan, tes potensi Pejabat fungsional umum, perawatan
dan pengobatan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijayatahun
2018-2023 adalah :

a. Terselenggaranya check up fisik bagi pejabat strukiural eselon il Kabupaten
Jayawijaya sejumlah 30 orang.

b. Terselenggaranya check up fisik bagi pejabat struktural eselon [1I Kabupaten
Jayawijaya sejumlah 750 orang.

d. Terselenggaranya check up fisik bagi ASN di Lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manitsia Kabupaten Jayawijaya sejumlah 1.500
orang.

e. Terselengaranya kinerja Tes Potensi Pejabat Fungsional Umurm: Pemerintah
Kahupaten Jayawijayasejumlah 600 orang.

6. Target kinerfa penganugerahan tanda jasa kepada ASN Pemerintah Kabupaten
Jayawijayadan ASN Pemerintah Kabupaten /Keta se PAPUA tahun 2018-2023 adalah
a. Terselenggaranya pemberian penghargaan tanda jasa Satyalancana Karya Satya

ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijayasejumlah 1.250 orang,

7. Target kinerja pembekalan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang akan
purna tugas tahun 2018-2023 adalah terbekalinya ASN golongan [ dan 1l yang purna
tugas sejurmnlah 250 orang,

5.4 Bidang Perencanaan dan pengadaan CASN
1. Target kinerja Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Kepegawaian tahun
2018-2023 adalah :

a. Terpeliharanya aplikasi SIMPEG
b. Terpeliharanya aplikasi SAPK ;
€. Tersedianya data statistik kepegawaian ;
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h.
. Target kinerja Pengelolaan Data Tata Naskah Kepegawaian tahun 2013-2018 adalah -

a,

2 AP

s

i

Pemutakhiran Formulir Isian Kepegawaian (FIP) ASN ;

Tersusunnya Buku Saku Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
Tersusunnya rekap data ASN instansi induk dan UPT ;

Tersusunnya Buku Profil Kepegawaian ;

Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN Pemerintah Kabupaten
Jayawijaya;

Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Raker) Penghubung SKPD Provinsi PAPUA.

Terselenggaranya penelitian dokumen kepegawaian aktif dinamis dan inaktif ASN
Pemerintah Kabupaten [ayawijaya sebanyak 4.000 betkas;
Terselenggaranyakonsultasi administrasi tata naskah kearsipan kepegawaian ke
BKN Jayapura, konsultasi ke Kanreg IX Papua, sinkronisasi dan inputing data tata
naskah kepegawaian untuk instansi induk dan UPT Kabupaten;

Terselesaikannya penyusutan ASN pensiun;

Terselesaikannya cross check inputing data tekstual perorangan ASN;
Terselesaikannya scanning data tekstual perorangan ASN:

Terselesaikannya penerbitan Kartu [dentitas ASN Pemnerintah Kabupaten
Jayawijaya;

Terpenuhinya kebutuhan penggantung file perorangan ASN dan lactomap folder;
Terselenggaranya pemeliharaan dokumen naskah kepegawaian dari gangguan
jasad renik melatui fumigasi seluas 1.502 m* dan dari gangguan rayap melalui
termite control seluas 975 m?;

Terlaksananya pemittakhiran data Aplikasi e-File ASN.

. Hasil kinerja Pengembangan Simpeg Pada OPD Pemerintah Kabupaten

Jayawijayatahun 2018-2023 adalah :

d.

Terkelolanya Simpeg Online OPD dan Distrik yang terus berkembang dengan
menambahkan fitur-fitur untuk mempermudah proses layanan administrasi
kepegawaian OPD dengan BKPSDM;

Terwujudnya integrasi Simpeg pada OPD di lingkungan Pemerintah Kahupaten

jayawijaya,

. Target kinerja Pengembangan Portal Kepegawaian ASN se Jayawijaya tahun

2018-2023 adalah :

d.

b.

Tersedianya data statistik kepegawaian ASN se-Jayawijaya ;
Terselenggaranya 1 (satu} Portal Data dan [nformasi Kepegawaian ASN se-
Jayawijaya

Terkelolanya Portal Kepegawaian ASN se-Jayawijaya ;

Terlaksananya pemutakhiran datahase kepegawaian ASN se-Jayawijaya vang

akurat ;




e. Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Portal Kepegawaian ASN se-

Jayawijaya.
5. Targetkinerja Pengelolaan SAPK-BKN tahun 2018-2023 adalah :

a. Terpeltharanya Aplikasi SAPK-BKN;

b. Tersedianya layanan pemanfaatan SAPK-BKN dan Kartu Pegawai Elektronik
(KPE);

c. Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) SAPK-BKN;

d. Terwujudnya sinkrenisasi data SAPK dengan Simpeg;

e. Terlaksananya layanan KPE bagi ASN.

54. Sekretariat

1. Target kinerja pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian Tahun
2018-2023 adalah ;
a. Tersusunnya company profile Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kahupaten Jayawijaya ;
b. Tersusunnya Buletin Aparatur sehanyak 100 exemplar ;

. Tersusunnya Warta Kepegawaian Daerah setiap bulan.

Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan [ndikator
Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Jayawijaya tahun 2018 s.d 2023 selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Renstr
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BAB VI
INDIKATGR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPIMD

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 s.d 2023 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap
komponen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jayawijaya dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan tahun penyelenggaraan
manajetnen kepegawaian daerah sesuai dengan tugas pokek dan fungsi.

Terwujudnya aparatur pemerintah dan pengelolaan manajemen kepegawaian yang
profesional yang didukung sistem informasi handal diharapkan mampu memberikan
sumbangan nyata dan positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam
mengermbangkan slogan Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara
Ekonomi, Rerkualitas dan Berbudaya. Terwujudnya tata kelolah pemerintahan vang bail,

Dalam Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, Badan Kepegawajan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten |ayawijaya berpedoman pada Misi ke-1
yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan fujuan adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas dan
kulitas penyelenggaraan daerah ;

Sedangkan sasaran dari Misi ke-1 adalah ;
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN ;







